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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Pokok Perkara : Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 
34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling 
rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh 
lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 
(lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan 
KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses 
pemilihan”. 

3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) 
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa 
jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
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kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Tanggal Putusan : Kamis, 25 Mei 2023. 
Ikhtisar Putusan :  

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini 
menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023 dan telah 
diangkat serta memenuhi kualifikasi berdasarkan UU 30/2002 serta akan mengakhiri masa 
jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023. Pemohon mengikuti seleksi pimpinan KPK 
untuk Periode 2019-2023 pada usia 45 tahun dengan mendasarkan kepada Pasal 29 huruf e 
UU 30/2002 yang mengatur persyaratan usia minimal 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri 
sebagai pimpinan KPK. Namun dengan adanya perubahan UU 30/2002 maka batas usia 
minimum untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berdasarkan Pasal 29 huruf e 
UU 19/2019 adalah 50 tahun. Perubahan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai 
pimpinan KPK tersebut menyebabkan pada saat Pemohon berakhir masa jabatannya 
sebagai pimpinan KPK Periode 2019-2023, Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri kembali 
seketika untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode berikutnya dikarenakan belum 
memenuhi persyaratan batas usia minimal. 

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon 
untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 29 huruf e Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) dan Pasal 
34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU 30/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan  a quo. 

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon telah dapat menjelaskan 
adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari 
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak 
konstitusional tersebut bersifat spesifik, dan aktual serta adanya hubungan sebab akibat 
(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 29 
huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 yang apabila permohonan dikabulkan oleh 
Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Oleh 
karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan 
Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam Pemohonan a quo. 

Bahwa Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan 
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 
2/2021), telah ternyata terdapat perbedaan pada dasar pengujian yang digunakan maupun 
alasan konstitusional antara pengujian perkara a quo dengan perkara sebelumnya yang 
telah diputuskan oleh Mahkamah yaitu Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dan Perkara 
Nomor 5/PUU-IX/2011. Oleh karena itu, terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian 
kembali.  

Bahwa Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 29 

huruf e UU 19/2019 yang menurut Mahkamah, meskipun berkaitan dengan usia minimal dan 

maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit 

bertentangan dengan konstitusi namun secara implisit telah menimbulkan persoalan 

ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat 
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substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK 

dan mempunyai  track record yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain 

yang diatur dalam Pasal 29 UU 19/2019. 

Bahwa menurut Mahkamah, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, 

terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti 

seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat 

substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Penting bagi 

Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi 

pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada 

persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK karena 

telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta 

target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih persoalan-persoalan yang ditangani 

dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan 

perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Sehingga, mendasarkan pada 

pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK 

dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, 

sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak 

yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan 

oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.  

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e UU 
19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 
50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 
(enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” adalah beralasan menurut hukum. 

Bahwa Mahkamah mempertimbangkan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 UU 
30/2002 yang pernah diuji dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 dengan amar putusan yang menyatakan inkonstitusional 
bersyarat, yaitu Pasal 34 UU 30/2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa 
pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti 
yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya 
memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya 
untuk sekali masa jabatan. 

Bahwa dalam Perkara a quo, isu hukum yang diuji berkaitan dengan masa jabatan 
pimpinan KPK selama 4 tahun. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdapat 
setidaknya 12 lembaga negara independen yang masa jabatan pimpinannya 5 tahun. Dalam 
perspektif hukum tata negara, tidak semua dari kedua belas lembaga negara yang bersifat 
independen tersebut dan memiliki masa jabatan pimpinan/anggotanya selama 5 tahun 
merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan 
lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 atau yang dikenal sebagai lembaga 
constitutional importance. Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat 
independence, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam 
melaksanakan tugasnya menegakkan hukum bebas dari campur tangan cabang kekuasaan 
manapun, namun dari masa jabatan pimpinannya, KPK dibedakan dengan lembaga 
constitutional importance lainnya, hal demikian tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga 
tidak adil. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK 
selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien daripada 4 (empat) tahun. 
Berdasarkan alasan efisiensi ini juga yang digunakan oleh Mahkamah ketika memutus 
perkara Nomor 5/PUU-IX/2011. Mahkamah juga perlu menegaskan kembali Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa 
jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK 
lainnya dan tidak melanjutkan sisa waktu masa jabatan pimpinan yang digantikan. 



4 

 

                 Bahwa meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan 
kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, namun prinsip open legal policy dapat 
dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan 
ketidakadilan yang intolerable, yang merupakan penyahgunaan wewenang (detournement 
de pouvoir) atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui 
kewenangan pembentuk undang-undang dan/atau bertentangan dengan undang-undang. 
Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait 
dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk 
undang-undang. Terlebih lagi dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang 
tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan 
(justice principle). Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa 
jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat 
constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang 
wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya 
dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke 
dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) 
tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan. 

 Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan 
berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa 
bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara  
a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. 

                 Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 
selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata 
menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) 
tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK 
sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. 
Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara 
penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-
sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap 
lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa 
jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) 
periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih 
pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa 
jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut 
akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama 
pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. 
Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang 
kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa 
jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK 
dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 
2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK 
Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 
2024-2029).  

 Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan 
Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang 
merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun 
DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut 
dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR 
untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode 
atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi 
pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan 
KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. 
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Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan 
perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah 
memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, 
sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu 
menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat 
(1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa 
jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal 
yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu 
selama 5 (lima) tahun. 

Sementara itu, berdasarkan UU 19/2019, Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi diatur oleh UU 19/2019, sedangkan pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi diatur dalam peraturan terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Oleh 
karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seiring dengan reformulasi 
masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, maka hal 
itu berdampak pula terhadap masa jabatan Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 
37A UU 19/2019 yang menyatakan “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam rangka menjaga 
konsistensi dan harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dan masa 
jabatan Dewan Pengawas, maka reformulasi masa jabatan pimpinan KPK menurut 
penalaran yang wajar berlaku pula bagi Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan 
Pengawas yang semula selama 4 (empat) tahun juga disamakan menjadi 5 (lima) tahun. 

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang 
semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 
(enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima 
puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam 
puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 

3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang 
semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 
4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) 
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat alasan berbeda 
(concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra khusus terhadap pengujian norma Pasal 
29 huruf e UU 19/2019 dan terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) 
orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin 
Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih khusus 
terhadap pengujian norma Pasal 34 UU 30/2002.  

Bahwa alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra pada 
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pokoknya menyatakan bahwa penentuan mengenai persyaratan usia minimum dan 
maksimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk 
undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, 
rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Namun, setelah merujuk fakta atau 
bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, Hakim Konstitusi Saldi Isra melihat 
kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia 
minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang 
tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini 
mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, 
baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan 
kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian 
hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang 
bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang 
dipimpinnya. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa untuk melindungi dan memberikan 
kepastian hukum yang adil bagi pejabat publik yang terdampak akibat terjadinya perubahan 
persyaratan usia minimum ataupun maksimum, menambahkan alternatif syarat pengganti 
berupa “pengalaman” pada jabatan yang sedang diduduki dapat menjadi solusi 
konstitusional guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sesuai dengan 
semangat UUD 1945 bagi pejabat incumbent. 

Bahwa pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim 
Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan 
komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, 
ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat 
atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana 
didalilkan oleh Pemohon. Argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK 
selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan. Namun, Pemohon berdalih bahwa 
seharusnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 (lima) tahun agar diperlakukan sama atau 
ada keadilan dalam perlindungan hak antara pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga non 
kementerian lainnya. Terhadap bangunan argumentasi ini, perlu ditanggapi dua hal yaitu: 
pertama, upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selayaknya dikaitkan 
dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan 
yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan 
pimpinan lembaga negara lainnya. Kedua, bilamana yang disoroti dalam membangun 
argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya 
kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama maka 
sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa 
mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon 
pimpinan KPK. Terlebih lagi, dengan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yang 
mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, 
dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya 
perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi 
demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan 
pembentuk undang-undang untuk menentukannya. 

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat, 
Petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 
30/2002 menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 
(lima) tahun”, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah 
menolak permohonan Pemohon a quo. 

 

 

 

 


